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GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR        TAHUN 2022

TENTANG

SABHA PEREKONOMIAN ADAT BALI 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang  :	  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian Baga Utsaha Padruwen Desa Adat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sabha Perekonomian Adat Bali;

Mengingat	:	 1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor  157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali 2019 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :	SABHA PEREKONOMIAN ADAT BALI


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali. 
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi. 
5. Dinas PMA adalah Perangkat Daerah Provinsi yang menangani urusan Pemajuan Masyarakat Adat Bali.
6. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat Hukum Adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata Krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
7. Baga Utsaha Padruwen Desa Adat selanjutnya disingkat BUPDA adalah Unit Usaha Milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum kecuali usaha di bidang keuangan, yang diselenggarakan berdasarkan Hukum Adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian Krama Desa Adat.
8. Perekonomian Adat Bali adalah sub sistem perekonomian nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali dalam rangka mewujudkan kesejahteraan kolektif (Panca kreta) Krama Adat Bali dan mendukung pelaksanaan Panca yadnya di Desa Adat.
9. Sabha Perekonomian Adat Bali yang selanjutnya disebut SAKA Bali adalah lembaga otoritas perekonomian Adat Bali yang memiliki tugas pokok dan kewenangan pembinaan dan pengawasan dengan cara menata, mengawasi, dan membina pelaku ekonomi adat pada sektor keuangan dan sektor riil di Desa Adat.
10. Pengelola BUPDA adalah organ kelembagaan BUPDA yang terdiri atas Panureksa atau Pengawas Internal dan Pangoreg atau Pengurus.
11. Panureksa adalah Krama Desa Adat yang diberikan tugas dan wewenang oleh Prajuru Desa Adat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan BUPDA.
12. Pangoreg adalah Krama Desa Adat yang diberikan tugas dan wewenang oleh Prajuru Desa Adat untuk melaksanakan tata kelola usaha BUPDA.
13. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, Hukum Adat dan ekonomi adat.
14. Bandesa Adat atau Kubayan atau dengan sebutan lain adalah Pucuk Pengurus Desa Adat.
15. Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat.
16. Paruman Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat. 
17. Awig-Awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, KramaTamiu, dan Tamiu. 
18. Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat.
19. PararemBUPDA adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat yang mengatur hal-hal berkaitan dengan kegiatan perekonomian sektor riil di Desa Adat.
20. Wewidangan atau Wewengkon yang selanjutnya disebut Wewidangan Desa Adat adalah wilayah Desa Adat yang memiliki batas-batas tertentu.
21. Krama Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang Mipil dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat. 
22. Krama Tamiu adalah warga masyarakat Bali yang beragama Hindu yang tidak Mipil, tetapi tercatat di Desa Adat setempat.
23. Tamiu adalah orang selain Krama Desa Adat dan Krama Tamiu yang berada di Wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat.
24. Mipil adalah sistem registrasi keanggotaan Krama Desa Adat.
25. Labda adalah hasil usaha BUPDA berupa manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan religius.
26. Setiap orang adalah perorangan, kelompok orang, atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
27. Sistem Perekonomian Adat Bali adalah kesatuan berbagai unsur dalam perekonomian adat Bali yang berinteraksi dan bersinergi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adat Bali secara sekala dan niskala.
28. Dewan etik adalah .............

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan tugas, wewenang, susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Komisioner SAKA Bali, dalam rangka mewujudkan Sistem Perekonomian Adat Bali untuk memperkuat Desa Adat di Bali sesuai dengan visi pembangunan daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan dasar pengaturan pembentukan SAKA Bali dalam rangka mewujudkan stabilitas, keamanan, penguatan, dan keberlanjutan Sistem Perekonomian Adat Bali yang mencakup sektor keuangan dan sektor riil yang merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
a. pembentukan SAKA Bali;
b. fungsi, tugas dan wewenang SAKA Bali;
c. susunan organisasi dan tata kerja SAKA Bali;
d. Dewan Pengawas dan Etik SAKA Bali;
e. tata kerja Dewan Pengawas dan Dewan Komisioner SAKA Bali;
f. rekrutmen, pengisiandan persyaratan jabatan Dewan Pengawas dan Dewan Komisioner SAKA Bali;
g. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Komisioner SAKA Bali; 
h. pelindungan dan pengayoman SAKA Bali;
i. sumber pembiayaan SAKA Bali;
j. ketentuan sanksi; dan
k. ketentuan peralihan.


BAB II
PEMBENTUKAN SAKA BALI

Pasal 4

(1) Gubernur dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap Perekonomian Adat Bali membentuk SAKA Bali.
(2) Pembentukan SAKA Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan pertimbangan tertulis dari MDA Provinsi. 
(3) Pembentukan SAKA Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki Visi dan Misi.
(4) Visi SAKA Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni menjadi lembaga otoritas sistem Perekonomian Adat Bali yang handal dan terpercaya.
(5) Misi SAKA Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni mewujudkan stabilitas, keamanan, penguatan, dan keberlanjutan Sistem Perekonomian Adat Bali.

Pasal 5

(1) Untuk pertama kali Gubernur menetapkan Dewan Pengawas dan Dewan Komisioner SAKA Bali, setelah mendapat pertimbangan tertulis dari MDA Provinsi.
(2) Dewan Pengawas dan Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

BAB III
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN KOMISIONER SAKA BALI

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 6

(1) Gubernur membentuk Tim Panitia Seleksi Calon Pejabat Dewan Pengawas dan Dewan Komisioner SAKA Bali setelah berkonsultasi dengan MDA Provinsi
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
a. Dinas PMA Provinsi;
b. MDA Provinsi; dan
c. Perguruan Tinggi.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat pertimbangan tertulis melalui MDA Provinsi.
(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menyelenggarakan seleksi dan uji kelayakan serta kepatutan.

Pasal 7

Hasil seleksi dan uji kelayakan serta kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disampaikan kepada Gubernur untuk dipertimbangkan mengisi formasi jabatan SAKA Bali


Pasal 8

(1) Pengisian jabatan SAKA Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan:
a. Umum; dan
b. Khusus
(2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. mipil sebagai Krama Desa Adat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Bandesa Adat/sebutan lain;
b. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 atau yang disetarakan;
c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan Dokter;
d. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian;
e. tidak pernah dihukum penjara atas perbuatan pidana;
f. tidak pernah dan/atau sedang menjalani sanksi adat;
g. tidak pernah terlibat menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang;
h. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
i. tidak merangkap jabatan struktural, baik pada lembaga pemerintahan, swasta, maupun perguruan tinggi.
(3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. kompetensi teknis; dan
b. manajerial.
(4) Persyaratan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pemenuhan keahlian dalam bidang tugas terkait.
(5) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pemenuhan keahlian manajemen dan kepemimpinan.
     Pasal 9

(1) Dewan Pengawas dan Dewan Komisioner diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu masa jabatan berikutnya.
(2) Dalam hal Dewan Pengawas dan Dewan Komisioner memiliki keahlian khusus dan/atau kinerja yang dinilai sangat baik, Dewan Pengawas dan Dewan Komisioner dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ketiga.
(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 10

(1) Gubernur mengangkat dan melantik pejabat SAKA Bali dengan Keputusan Gubernur berdasarkan hasil seleksi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4)
(2) Pejabat SAKA Bali yang akan dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti upacara majaya-jaya.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Paragraf 1
Dewan Pengawas

Pasal 11

(1) Dewan Pengawas SAKA Bali diberhentikan apabila:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.
(2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila berdasarkan informasi dan data yang dapat dibuktikan secara sah, Dewan Pengawas yang bersangkutan:
a. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan adat Bali;
c. berkinerja tidak baik berdasarkan penilaian Gubernur setelah mendapat pertimbangan tertulis dari MDA Provinsi;
d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; 
e. dinyatakan bersalah telah melanggar ketentuan adat Bali berdasarkan keputusan Desa Adat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan/atau
f. mengundurkan diri.


Paragraf 2
Dewan Komisioner

Pasal 12

(1) Dewan Komisioner SAKA Bali diberhentikan apabila:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.
(2) Pemberhentian Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila berdasarkan informasi dan data yang dapat dibuktikan secara sah, Dewan Komisioner yang bersangkutan:
a. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan adat Bali;
c. berkinerja tidak baik berdasarkan penilaian Dewan Pengawas;
d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; 
e. dinyatakan bersalah telah melanggar ketentuan adat Bali berdasarkan keputusan Desa Adat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan/atau
f. mengundurkan diri.

BAB... (Sampai disini)
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG SAKA BALI

Pasal…

SAKA Bali berfungsi sebagai Otoritas Sistem Perekonomian Adat Bali yang bertanggungjawab atas stabilitas dan perkembangan Perekonomian Adat Bali. 

Pasal…

(1) SAKA Bali mempunyai tugas:
a. Menjaga stabilitas, keamanan dan kesehatan Sistem Perekonomian Adat Bali;
b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap LPD dan BUPDA;
c. melaksanakan supervisi dan advokasi kepada LPD dan BUPDA; dan
d. memberikan pertimbangan kepada MDA Provinsi dalam penguatan Perekonomian Desa Adat;
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) SAKA Bali mempunyai wewenang:
a. membuat AD/ART SAKA Bali;
b. menyusun rencana kerja dan anggaran;
c. dst….


BAB…
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SAKA BALI

Pasal…
Dewan Komisioner

(1) SAKA Bali dipimpin oleh Dewan Komisioner
(2) Susunan organisasi Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Ketua Dewan Komisioner merangkap anggota;
b. Sekretaris Dewan Komisioner merangkap anggota; dan
c. Anggota Dewan Komisioner. 
(3) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c membidangi:
a. Sektor keuangan;
b. Sektor riil;
c. Adat dan budaya;
d. Hukum adat Bali;
e. Hukum bisnis;
f. Kerjasama, riset, dan pengembangan; dan
g. Administrasi umum.
(4) Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan pertimbangan MDA Provinsi.


Pasal …
Dewan Pengawas

(1) Dewan Pengawas merangkap sebagai Dewan Etik SAKA Bali
(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Dewan Etik SAKA Bali, Dewan Pengawas wajib menyusun Pedoman Kode Etik SAKA Bali beserta mekanisme pelaksanaannya
(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Dewan Pengawas wajib menjaga hubungan yang harmonis dan kooperatif dengan Dewan Komisioner

Pasal…

Struktur Organisasi SAKA Bali sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal…
Tata Kerja

(1) [bookmark: _Hlk114717352][bookmark: _Hlk114717402]Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Dewan Pengawas dan Dewan Komisioner wajib menerapkan nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali; prinsip-prinsip tata kelola yang baik; prinsip-prinsip kehati-hatian, dan praktek-praktek manajemen yang terbaik dan terkini.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Dewan Komisioner, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan internal SAKA Bali maupun lingkungan eksternal dalam hubungannya dengan lembaga lain.
(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Dewan Pengawas dan Dewan Komisioner wajib menerapkan prinsip-prinsip professionalisme dan mentaati Kode Etik SAKA Bali.
(4) Dewan Komesioner wajib menyelenggarakan rapat berkala dengan Dewan Pengawas minimal 6 (enam) bulan sekali untuk membahas isue-isue strategis yang berkembang dan berpengaruh terhadap dalam perekonomian adat Bali.
(5) Dewan Komisioner SAKA Bali wajib memberikan laporan berkala kepada Dewan Pengawas minimal 6 (enam) bulan sekali untuk menginformasikan perkembangan dan kinerja perekonomian adat Bali.


BAB…
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN KOMISIONER SAKA BALI

Pasal…

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

(1) Tugas Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan rekrutmen calon pejabat Dewan Komisioner SAKA Bali;
b. Meneruskan rekomendasi Tim Panitia Seleksi calon pejabat SAKA Bali kepada Gubernur dan MDA Provinsi;
c. Memantau pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Komisioner;
d. Memantau pelaksanaan dan realisasi Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Rahunan (RKAT) SAKA Bali;
e. Menyelenggarakan sidang kode Etik bila terjadi pengaran Kode Etik Saka Bali yang dilakukan oleh Pejabat Dewan Komesioner secara perorangan maupun secara kolektif;
f. Melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisioner SAKA Bali;
g. Memberikan saran dan nasehat kepada Dewan Komisioner dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan SAKA Bali;
h. Memberikan saran dan nasehat kepada Dewan Komisioner dalam rangka pengatasi isue-isue strategis yang berkembang di masyarakat;
i. [bookmark: _Hlk114724617]Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Gubernur dan MDA Provinsi tentang perkembangan kinerja Dewan Komisioner SAKA Bali; dan
j. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Gubernur dan MDA Provinsi tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Pengawas.
(2) Wewenang Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:
a. Membentuk Tim Panitia Seleksi calon pejabat Dewan Komisioner;
b. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur tentang kinerja Dewan Komisioner sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam memutuskan pemberhentian dan penggantian Dewan Komisioner atau anggota Dewan Komisioner setelah atau sebelum masa jabatannya berakhir;
c. Dalam mengambil keputusan tindak lanjut dari rekomendasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) Gubernur wajib kerkonsultasi dengan MDA Provinsi;
d. Memberi persetujuan atau menolak usulan Kode Etik SAKA Bali;
e. Memberi persetujuan atau menolak usulan Rencana Strategis dan RKAT SAKA Bali;
f. Memberi persetujuan atau menolak tugas tambahan yang diusulkan oleh Dewan Komisioner;
g. Memangil Dewan Komisioner atau menyelenggarakan rapat luar biasa dengan Dewan Komisioner bila terjadi  isue-isue strategis yang berkembang di masyarakat yang dipandang berpotensi mempunyai pengaruh signifikan terkadap citra dan pencapaian Visi dan Misi SAKA Bali; dan
h. Memberikan teguran tertulis kepada Dewan Komisioner SAKA Bali bila terdapat indikasi penurunan kinerja atau permasalahan yang tidak mampu diselesaikan oleh Dewan Komisioner SAKA Bali

Pasal…
Tugas dan Wewenang Dewan Komisioner

(1) Tugas Dewan Komesioner SAKA Bali mencakup tugas pokok dan tugas tambahan
(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Merumuskan dan melaksanakan Visi dan Misi SAKA Bali;
b. Visi dan Misi SAKA Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan Dewan Komisioner;
c. Merumuskan Kode Etik SAKA Bali dan mengusulkannya kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan;
d. Melaksanakan Kode Etik SAKA Bali;
e. Mengembangkan dan mengelola Sistem Perekonomian Adat Bali;
f. Menata, mengawasi dan membina LPD dan BUPDA;
g. Menyusun dan melaksanakan Rencana Strategis SAKA Bali;
h. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) SAKA Bali;
i. Rencana Strategis dan RKAT sebagaimana dimaksud pada huruf c. dan d. wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas; dan
j. Menyusun dan melaksanakan sistem dan prosedur  operasional yang mencakup, antara lain:
i. sistem tata kelola
ii. sistem perencanaan
iii. sistem penataan (pengaturan), pengawasan dan pembinaan LPD dan BUPDA
iv. sistem akuntansi
v. sistem manajemen keuangan
vi. sistem manajemen informasi dan komunikasi
vii. sistem pengendalian intern
viii. sistem manajemen sumberdaya manusia
ix. sistem manajemen aset dan logistik
x. sistem keamanan
xi. sistem pelaporan
xii. sistem lainnya yang dianggap perlu
(3) Menyusun Statistik Perekonomian Adat Bali
(4) Membangun Database Perekonomian Adat Bali
(5) Menyusun Laporan Tahunan tentang perkembangan dan kinerja Perekonomian Adat Bali dan menyampaikannya kepada Gubernur dan MDA Provinsi
(6) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas-tugas lain yang dianggap perlu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku
(7) Perumusan dan pelaksanaan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat persetujuan Dewan Pengawas
(8) Dewan Komisioner mempunyai wewenang sebagai berikut:
a. Mengeluarkan peraturan dan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
b. Melakukan pengawasan on-site dan off-site terhadap LPD dan BUPDA;
c. Melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (Fit and Proper Test) kepada calon dan pengelola LPD dan BUPDA;
d. Menyampaikan hasil uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf c. kepada Desa Adat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan pejabat Pengelola LPD dan BUPDA;
e. Mengukuhkan pejabat Pengelola LPD dan BUPDA dan meregistrasikannya dalam database pengawasan SAKA Bali;
f. Menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh LPD dan BUPDA; dan
g. Merekomendasikan pengenaan sanksi kepada pengelola LPD dan BUPDA yang merupakan kewenangan Desa Adat.

BAB…
HAK DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN KOMISIONER SAKA BALI

Pasal…

(1) Dewan Pengawas dan Dewan Komisioner SAKA Bali berhak atas penghasilan yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan SAKA Bali.
(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. penghasilan tetap; dan
b. insentif.
(3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  huruf a berupa:
a. gaji pokok; dan
b. tunjangan jabatan.
(4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan penilaian kinerja SAKA Bali oleh Gubernur.


Pasal…

(1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal …, Dewan Pengawas dan Dewan Komisioner dapat diberikan penghargaan berupa:
a. uang; dan
b. tanda jasa (insigna).
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat memasuki masa purna bhakti.


BAB...
REKRUTMEN PENGISIAN JABATAN DAN PERSYARATAN JABATAN

Pasal…

(1) Pemerintah Provinsi dan MDA Provinsi melaksanakan rekrutmen personil untuk mengisi formasi jabatan dalam SAKA Bali.
(2) Pengisian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi dan uji kelayakan serta kepatutan.
Pasal…

(1) Provinsi dan MDA Provinsi dalam melaksanakan rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal… dapat membentuk Tim.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
a. Pemerintah Provinsi;
b. MDA Provinsi;
c. Perguruan Tinggi; dan
d. Pakar/Ahli


BAB…
DEWAN PENGAWAS DAN ETIK SAKA BALI

BAB…
MEKANISME KERJA DEWAN PENGAWAS DAN KOMISIONER SAKA BALI

BAB...
PELINDUNGAN DAN PENGAYOMAN SAKA BALI

Pasal...

Pemerintah Provinsi dan MDA memberikan pelindungan dan pengayoman kepada SAKA Bali

Pasal…

Pelindungan dan pengayoman sebagaiman dimaksud dalam Pasal ….. berupa:
a. ………;
b. ………..;


BAB…
SUMBER PEMBIAYAAN SAKA BALI

Pasal…

Sumber pembiayaan SAKA Bali berasal dari:
a. Pemerintah Provinsi:
b. Keuntungan LPD dan BUPDA; dan
c. Bantuan pihak lain yang tidak mengikat



BAB...
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal…

(1) Dewan Komisioner yang menyalahgunakan wewenang dan merugikan SAKA Bali dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaiman dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. Peringatan lisan;
b. Peringatan tertulis; dan
c. Pemberhentian dari jabatan;


BAB…
PERALIHAN LPLPD DALAM SAKA BALI

Pasal…

(1) Personil, pembiayaan dan asset LPLPD dan BKS LPD dialihkan ke SAKA Bali.
(2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pendataan.
(3) Pendataan dilaksanakan oleh Tim.
(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
a. Perangkat daerah Provinsi;
b. Majelis Desa Adat;
c. LPLPD; dan
d. BKS LPD
(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Pasal …..

Pengalihan personil, pembiayaan dan asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal …… dilaksanakan dengan berita acara serah terima.
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BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ......

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  Daerah Provinsi Bali.


Ditetapkan di Bali
pada tanggal .......................


GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER



Diundangkan di Bali
pada tanggal ........................

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

DEWA MADE INDRA
BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN ....... NOMOR ......
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